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PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2015/PA.Ab

H;)l\w;‘)\ameuu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan lbu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buruy,

disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Diler, pendidikan S1,
bertempat kediaman di Kabupaten Buru, disebut

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24
Agustus 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama  Ambon dengan Nomor
290/Pdt.G/2015/PA.Ab, tanggal 24 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Waikasar, dengan Kutipan Akta Nikah oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Nomor
x1/01/I/63/X1/2008 tanggal 01 Januari 2008;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan
Tergugat mengambil tempat di Namlea (Kos-kosan) kemudian Penggugat
dan Tergugat tinggal di Waekasar sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun damai dan bahagia, sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai
1 orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak ahir bulan Nopember 2008 keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, marah-marabh;

b. Tergugat sering minum-minuman yang memabukan, dan sering
mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat;

c. Tergugat tidak memberikan nafkah selama 6 bulan lebih sampai

Sekarang;
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5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat
terjadi pada tahun 2013 itu juga yang mengakibatkan Penggugat dan
Tergugat meninggalkan rumah dan pisah tempat tinggal sampai sekarang
kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan
cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil,
antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendirianya
tetap mau cerai dan sulit ditemukan penyelesaianya sehingga tidak ada
jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada
Pengadilan Agama Ambon;

7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan
tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, tapi Penggugat
tetap mau cerai;

8. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga
tuuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan, karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama,
maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan
antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan
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mengadili perkara ini dan selanjuthya menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa :
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A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x1/01/V63/X1/2008, yang

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo tanggal 01

Januari 2008, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya,

oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi | Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Waekasar, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai :

e Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena
Penggugat kemanakan saksi.

e Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri.

¢ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dan keduanya telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ini
dalam pemeliharaan Penggugat.

¢ Bahwa kedaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun
dan harmonis lagi , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

e Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena
Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, sering
minum-minuman  keras yang memabukkan, dan sering
mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, selain itu Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

tahun 2013 sampai sekarang.
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e Bahwa saksi sudak menasehati Penggugat untuk kembali rukun,
namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati
untuk bercerai.

2. Saksi Il penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

e Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena
Penggugat kemanakan saksi;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
Kos-Kosan di namlea, kemudian tinggal di Waekasar;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suaami istri sah;

e Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang
sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;

e Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tapi saat sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar;

e Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung
jawab terhadap keluarganya, sering minum-minuman keras sampai
mabuk dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak
baik kepada Penggugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2

tahun lamanya;
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¢ Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali
rukun Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan saksi-saksitersebut Penggugat membenarkan.
Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya utnuk bercerai dengan

Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan data otentik dan telah bermaterei cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat
sebagai suami istr, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta
dibawah tangan bermaterei cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami
isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana

diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti
yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga,
sering minum-minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat tidak

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

4. Bahw akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan

Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;

5. Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat

untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis
menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi
perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak
yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri. maka
majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
benar-benar telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan
tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun

lamanya dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali
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atau saling mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukan bahwa
antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati
penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil,
demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat
dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis
dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi
kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan
perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya, hal ini
sejalan dengan kaedah Fighi dalam kitab Ghoyatul Maram, yang diambil alih

menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :
il p2ldll adle 3l lea s 3 daa s Jl A ) pae 2SI 1)

Artinya : dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap
suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu

suami;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan
harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah

pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecabh.
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Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat
dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Pasal 19 huruf b dan f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 116 huruf b dan f Inpres Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap  dan tidak ternyata bahwa
ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan
beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut
dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119
ayat (2) huruf ¢, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Penggugat adalah talak

satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ambon
diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Waeapo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea untuk dicatat dalam

daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 18 Zulkaiddah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Dasri Akil, SH

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad
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masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Nurwati sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd Ttd
Drs. H. Hamin Latukau Drs. Dasri Akil, SH

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,
Ttd
Dra. ST. Nurwati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 500.000,00
4. Redaksi Rp  5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 591.000,00;

(limaratus sembilan puluh satu ribu rupiah )
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Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. Bachtiar

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan No 290/Pdt.G/2015/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



